KIEPALA DIESA
KABUPATEN PEMALANG

PERNTURAN DIESA MAJAKERTA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MAJAKERTA
KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJAKERTA,

Menimbang  : o, bahwa  dalam rangka  menjabarkan  rencana
penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa, perlu disusun
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan
Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka
Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan
Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Majakerta  Kecamatan  Watukumpul  Kabupaten
Pemalang Tahun 2023;

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Gl

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun

10.

Perimbangan Keuangan Antara Pemerit
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negard
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaha
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Lembaran

ntang Desa
2014 Nomor
ia

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 te
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undmg-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nom?r
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20]_4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negard Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar IA‘m'l-balr an
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang—
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiPta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturap
Tertinggal,
tentang pe

M i srah
enteri  Degq, Pembangunan  Daer

dan Trnnsmigrusi Nomor 21 Tahun 2020

Pemb(:rd domun Umun] pcmbungunan Desa dﬂ.n
llyEl(ln Musyarukﬂ[ Dcsa (Bcr“_ﬂ Ncgura chullk

Indonesiq Tahun 2030 Nomor 1633);

ggl(‘)&lstutran Daeraly Kabupaten Pemalang Nomor 24 Ta'm:’n

Dae entang Rencang Pembangunan Jangka Panjazg
" Kabupaten pemalang Tahun 200520

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009

Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang NomoT 1 Tahun

2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah et

Pem alang 1 ahun 2018-2038 (Lembaran Daerah

Kabupatep Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Daerap Kabupaten Pemalang Nomor 6 _Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Perencanaan Pembangunan Dege
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2ote
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pemalang Nomor 6);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan | Peraturan
di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

2016 Nomor 116);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 148 Tahun 2016
tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2016 Nomor 148);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 149 Tahun 2016
tentang Mekanisme Musyawarah Dalam Perencanaan
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‘I-
I“ mbangunan Desn (Beritn Daerh Kabupaten Pemnlang
Fahun 2016 Nomor 149);

00 Peraturan Bupatl Permalang  Nomo! T T GES
fentang Daftar Kewennngan Dess fyerdanarkan Hak Asnl
Unul dan Kewenangan Lokal Perakala Desn di Knbupaten
Pemalang (Berita Daerah Kabupaten pemalang Tahun
2018 Nomor 17);

21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolann Keuangan Desa (Berita
Dacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38)
sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019
tentang  Perubahan Kedua atas peraturan  Bupati
Pemalang Nomor 38 Tahun 0018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita paerah Kabupaten

Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

22, Peraturan Desa Majakerta Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa) Majakerta Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa
Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang
Tahun 2019 Nomor 2);

mor 3 Tahun 2018 tentang

tan Wwatukumpul

a Majakerta

alang Tahun

23. Peraturan Desa Majakerta No
Kewenangan Desa Majakerta Kecama
Kabupaten Pemalang (Lembaran Des
Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pem

2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJAKERTA
dan '
KEPALA DESA MAJAKERTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MAJAKERTA
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2023.
BAB I ’
K_ETEI}ITUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang.

o
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10.

1l.

12.

13.

. Perdesaan adalah kawasan kerja S

')(‘fi“ U(‘Hluh I,(“;;] M“'”k’\”” K'.' “'n“”.” vju'”k””l;ﬂ'l

Kabupaten Pemulang.

Pemerintahan Desa adalah W-nw'lvm’xumnn L
pemerintahan dan kepentingan masyarakat getempal
dalam  sistem  Pemerintahan  Negar® oottt
Republik Indonesia.

Pemerintah  Desa adalah Kepal2
Perangkat Desa sebagai unsur
Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Desa Majakert
Watukumpul Kabupaten Pemalang:

15an

Desd dibantu
penyelenggAard

a Kecam atan

selanjutny2
Badan Permusyawaratan Desa Y i aratan Desa

disingkat BPD adalah Badan Permusya¥
Majakerta Kecamatan Wat ukumplﬂ Kabupaten

Pemalang.

ama antar Desa
untuk pengembangan usaha, keglaﬁ
kemasyarakatan,  pelayanan, pembangw:ial;
pemberdayaan  masyarakat,
ketertiban.

Pembangunan Desa adalah upaya
kualitas hidup dan kehidupan un
besarnya kemakmuran masyarakat Desa-

Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yans
dilaksanakan  antar  Desa dalam  bidang
pengembangan usaha, kegiatan kemasyar akatan,
pelayanan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan  kebijakan, program, kegiatan dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah
dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki
Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal-usul; dan adat istiadat Desa.

keamanarfl,

penin gkatan
tuk sebesar-

Pemberdayaan

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

- Badan

dise . { g
‘wl(hm dengan nama lain dibantu perangkat Desa
~CPARal unsur penyelenggnra pemerintahan Desa,

e jutnya
Permusyawaratan Desn yang selanjutny

disingkat ppp atau yang disebut dengan nama_lain
adalah lembaga ‘yun’g melaksanakan  fungs
pPemerintahan yang anggotanya merupakan wak‘ll dari
penduduk Desa berdasarkan Kketerwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang dise
lain adalah musyawarah antara B
Desa, dan unsur masyarakat yang dis
oleh BPD untuk menyepakati hal yané bers
Strategis,

put dengan naméa
BpPD, Pemerintah
elenggarakan
ifat

an
Musyawarah Perencanaan Pembangu nansgeszdb;la}gl

selanjutnya  dj usrenbang D€
sy ot M e
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemer'lrian
Desa untuk menetapkan prioritas, prograr, SAES 1 };
dan kebutuhan Pembangunan Desa yansg d1dana1; e
anggaran pendapatan dan belanja Des& gwagays
masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama BPD-

oses

Perencanaan Pembangunan Desa adalah pr
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD danunsur

masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
a Desa dalam rangka

pengalokasian sumber day. .
peningkatan  kualitas  hidup ~ manusia dan

penanggulangan kemiskinan.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa
untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan.

Pendataan Desa adalah proses penggalian,
pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data
SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan
dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset
Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian
tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial,
dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan
rekomendasi penyusunan program dan Kkegiatan
Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait
lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa
dan masyarakat Desa.

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kfswil.ayahan dan data kewargaan di Desa yang
disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
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22,

23.

24,

25.

26

27.

28.

29.

30.

- Aset Desa adalah barang milik Desa y

rpads g dan Tranamigrasi serta diakukar See
lunak “hgan mendayagunakan fasilitas P“_‘Lmber
dave ‘" perangkat keras, jaringan, dﬂ_" e ang
- manusia untuk disajikan menjadi informasi yans
erguna dalam peningkatan efektivitas dan A
Pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan
Strategis Pembangunan Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen renc
glemuut kebijakan strategis dan tahapan pans
DGs Desa sampai dengan Tahun 2030.

ch(:{‘ma Pembangunan Jangka Meneng
selanjutnya disebut RPJM Desa adal
Perencanaan kegiatan Pembangunan

.

Jangka waktu 6 (enam) Tahun.

RFncana Kerja Pemerintah Desa yang
disebut RKP Desa adalah dokumen penja
RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) Tahun,

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran.RPJkl\:
Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untu.k_]arlllfan
waktu 1 (satu) Tahun yang akan e h
Pemerintah Desa kepada pemerintah daera
kabupaten melalui mekanisme perencanafi
pembangunan daerah. |

ana yang
apaian

ah Desa yang
ah dokumen
Desa untuk

g selanjumya_‘
paran darl

ang berasal dari

kekayaan asli Desa, dibeli atau diper.oleh atas beban
anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau
perolehan hak lain yang sah.

Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa 'yang
meliputi sumber daya alam dan ]jngkungan' hidup,
sumber daya manusia, sumber daya sosial dan
budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya
lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau
diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan
yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah,
dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan
bersama masyarakat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan
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belanjn dpey
alokasi khus

J1. Pel
SloPelaksana  Kep
e .
l‘(‘ml)unmllm Riatan  adalah  pelaksana kegintan
Desa ‘("l‘l' N Desn dan Pemberdayann Masyarakat
KC"“;‘%V:{”}:' dari unsus perangkat Deasa, Lembagh
nyarakatan Desa, dan unsur masyarakat

32. P )
Lz;::gi'::il:mg‘u;:-l.)cs“ adalah upaya m!:nin;.l,kntknn
Desa Pe;x;b cktivitas, dan akuntabilitas pemerintahan
Dcsa, e bangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat
milik, po entukan dan pengembangan badan usaha

esa dan/atau badan usaha milik Des?

k 'Sama, peningkatan sinergitas program dan

clatan Desa, dan kerja sama Desa untuk
mendukung pencapaian SDGs Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah
anggota masyarakat Desa yang memiliki P sy
dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk
menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkaff
prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong a
kalangan masyarakat Desa.

34.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut
BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh
Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan
investasi dan produktivitas, menyediakan jasa
pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha
lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan
masyarakat Desa. ‘

35. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat,
perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau
perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya
tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten, dan/atau APB Desa.

36. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal
yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

37. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

38. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

a {
W kabupaten setelah dikurangi dana
us,

33.

39. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang
diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai
tujuan.
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AL 11
RKP DESA

Pasal 2
RKP Desa Tahun 2004 merupakan pedoman bisg)
Pemerintah  Degy dalam menyusun ABP Desa Tahun
2023, '
_ BAB 111
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desz
Pasal 3

(1) RKP Desa Tahun 2023 sehagaimana dimaksud dalarn
Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
1.2, Dasar Hukum.
1.3. Tujuan dan Manfaat.

1.4. Visi dan Misi
1.5, Proses Penyusunan RKP Desa.

1.6. Sistematika.

BABIl : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN

KEUANGAN DESA
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2, Kebijakan Belanja Desa
2.3. Kebijakan Pembiayaan .

BABIII : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

pada RKP Desa Tahun 2022
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs

Desa.
3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan

RPJM Desa.

3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan
Prioritas Kebijakan Pembangunan
Supra Desa

3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan
Analisa Keadaan Darurat
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BAR v

. RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN
KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

4.1, Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desn

4.2, Bvaluasi Inju Pencapaian SDGs Desa

4.3, Prioritans~ Program  dan  Kegiatan
Kewenangan Penugnsan dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah

4.4, Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Kerjasama Antardesa dan Kerjasama

dengan Pihak Ketiga
4.5, Pagu Anggaran Sementara

BABV : pgnuTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Berita Acara Musyawarah
Pembentukan Tim  Penyusun RKP
Desa, Notulen dan Daftar Hadir. .
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim

Penyusun RKPDesa Tahun 202'3.

Rencana Kerja dan Tindak Langut.

Daftar Rencana Program & Kegiatan yang

Masuk keDesa.

5. Data dan informasi tentang rencana
pembiayaan pembangunan Desa.

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana
Program dan/atau Kegiatan
Pembangunan Desa untuk 1 (satu)
Tahun anggaran berikutnya.

7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang
Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs
Desa.

8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.

9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan
Pihak Ketiga.

10.Rancangan RKP Desa Tahun 2023.

11.Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun
2022,

12.Gambar Desain Kegiatan.
13.Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14.Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15.Berita  acara  hasil  penyusunan
rancangan RKP Desa.

16.Keputusan BPD tentang panitia

. musyawarah Desa tentang

~ perencanaan Desa.
17.Berita Acara Musyawarah Desa

tentang perencanaanDesa, Notulen dan
Daftar Hadir. '

18.Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19.Keputusan Kepala Desa tentang
Panitia Musrenbang Desa RKP Desa

>
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Tahun 2023.
20.Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa,

21.Penyusunan  Prioritas  Program  dan
Kegiatan.

22.Berita Acara Musrenbang Desa RKP
Desa Tahun 2023, Notulen dan Daftar
Hadir. N

23.Keputusan ~BPD tentang  panitia
musyawarah Desa tentang
pembahasan, penyepakatan dan
pengesahanan rancangan RKP Desa
Tahun 2023.

24.Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun
7023 dan DU- RKP Desa Tahun 2024.

05 Berita Acara Musyawarah Desa tentang
pembahasan, penyepakatan dan
pengesahanan rancangan RKP Dgsa
Tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.

26.Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan
DU-RKP Desa Tahun 2024.

97 Foto Musdes RKP Desa

28.Foto Musrenbang Desa RKP Desa.

RKP Desa Tahun 2023
t (1) sebagaimana
an bagian yang tak

(2) Penjabaran sistematika
sebagaimana dimaksud pada aya
tercantum dalam Lampiran merupak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2023 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa
dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam
melaksanakan pembangunan Desa Tahun 2023 sesuai
kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan
akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta
dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam

Forum Musyawarah Desa.

a

BAB 111
PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 6

(1) Perubahan RKP Desa Tahun 2023 dapat dilakukan dalam
hal:
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BAI IV
KETENTUAN prENUTUP

Pasal 7

Peratur

e Desa n . peplaku  pada tanggal
diundangkan, sa ini mulai berlak F
A i .

Psr?r sctiap  orang mengctahui, memenntahkan
peniundangan Peraturan  Des@ ini dengan
Mpatannya dalam Lembaran Desa.

J [ KEPALA
WAJAKERFA
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PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA MAJAKERTA
KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023
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